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ABSTRAK

ADRIAN KEDE. Analisis Manajemen Humas terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Pencegahan Covid-19 (Corona) di Kabupaten Banggai
(dibimbing oleh Muh. Igbal Sultan dan Sudirman Karnay).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen Humas terhadap
kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan Covid-19 (corona) di
Kabupaten Banggai dan kontribusi Humas dalam menanggapi krisis publik
(kasus Covid-19) di Kabupaten Banggai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh berasal dari wawancara
mendalam (depth . interview), observasi partisipan, dan dokumentasi.
Penentuan informan dilakukan secara purposif berdasarkan orang-orang yang
terlibat secara langsung dalam Satuan Gugus Tugas Covid-19 dan manajemen
Humas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai dalam pencegahan Covid-19 dilakukan melalui empat
strategi dan inovasi yaitu: (1) respon cepat tanggap (quick wins); (2)
penanganan kesehatan; (3) penanganan dampak ekonomi, dan
(4) penyediaan jaring pengaman sosial. Selanjutnya, manajemen Humas
terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dilakukan melalui
empat langkah yaitu: (1) pengidentifikasian masalah; (2) perencanaan dan
program; (3) pelaksanaan dan pengomunikasian; (4) pengevaluasian.
Adapun, kontribusi Humas dalam menanggapi krisis publik (kasus Covid-19)
yaitu: mengampanyekan pesan kebijakan melalui media cetak (koran), media
elektronik (radio), media sosial (facebook, instagram, whatsapp), spanduk,
serta pola komunikasi konvensional. Selanjutnya, faktor pendukung, yaitu dari
internal organisasi (Humas) berupa koordinasi yang begitu intensif antara
atasan dan bawahan serta dukungan pihak eksternal berupa koordinasi antara
Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Satuan Gugus
Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai. Faktor penghambat berupa minimnya:
infrastruktur kelistrikan, jaringan seluler di pedesaan, alat teknologi yang
dimiliki Humas serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki disiplin
ilmu kehumasan di internal Humas Kabupaten Banggai.

Kata kunci: manajemen Humas, kebijakan, pemerintah
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ABSTRACT

ADRIAN KEDE. The Analysis of Public Relation Management on Regional
Government Policy in Covid-19 (Corona) Prevention at Banggai Regency
(supervised by Muh. Igbal Sultan and Sudirman Karnay).

The research aims to describe: the public relation management in relation
to the Regional Government policy in the Covid-19 (Corona) prevention, the
public relation contribution in responding the public crisis (Covid-19 case) at
Banggai Regency.

The research used the qualitative descriptive method with the case study
approach. Data were collected through the in-depth interview, participants’
observation, and documentation. Informants were determined using the
purposive sampling technique based on the people involved directly in the task
force of Covid-19 and public relation management.

The research result indicates that the policy of the Regional Government
of Banggai Regency in Covid-19 prevention through four strategies namely: (1)
the quick wins (fast response); (2) health care; (3) economic impact handling;
and (4) provision of social safety network. After that, the public relation
management in relation to the policies of the Regional Government through four
stages namely: (1) the problem identification; (2) planning and program; (3)
implementation and communication; (4) evaluation. Then, the public relation
contribution in responding the public crisis (Covid-19 case) is campaigning the
policy message through the printed media (newspapers), electronic media
(radio), social media (facebook, Instagram, whatsapp), banners, conventional
communication patterns. The supporting factors is from the internal organization
(Public Relations) in the form of the intense coordination between the superiors
and subordinates, and external support is in the form of the coordination among
the Health Office, Communication and Informatics Office, and Task Force of
Covid-19 of Banggai Regency. The inhibiting factors are in the forms of lack of
electrical infrastructures, lack of cellular network in the rural areas, lack of
technological equipment possessed by the Public Relations, and human
resources not having public relation science discipline in the internal Public
Relations.

Key words: Public relation management, policy, government
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diawal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan sebuah virus misterius
menyerupai SARS yang muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, salah
satu provinsi di Tiongkok (Ngonso & Chukwu, 2021). Informasi mengenai
virus tersebut menjadi kebenaran faktual setelah badan Dunia untuk
Kesehatan World Health Organization (WHO) menyampaikan
pengumumannya bahwa ada varian baru dari virus corona muncul di
Wuhan dan telah menginfeksi banyak orang.

Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan bahwa
dunia telah dilanda pandemic virus corona cluster baru yang kemudian
diberi nama sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 (Wawan
Mas'udi Poppy S. Winanti, n.d.). Selain di Cina, juga muncul beberapa
episentrum baru tempat dimana covid-19 menyebar secara cepat dalam
skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa seperti yang terjadi
di Iran (Mas’udi Wawan, 2020).

Penyebaran Covid-19 kemudian merebak ke Benua Australia, Eropa
dan tidak lama kemudian wabah ini melintasi samudera Atlantik menuju
Benua Amerika dan kemudian penyebarannya menjadi episentrum baru
dengan jumlah penderita mencapai puluhan ribu korban jiwa, tak terkecuali

di Indonesia (Wawan Mas’udi Poppy S. Winanti, n.d.).



Sejak diumumkan adanya kasus positif pertama kali oleh Presiden
Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2
Maret 2020, Covid 19 kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru
Indonesia dengan Jakarta sebagai episentrumnya. Kasus positif pertama
yakni di Depok dengan jumlah kasus dua orang yang kemudian menjadi
berlipat ganda menjadi ribuan dan tersebar di 34 Provinsi hanya dalam
durasi waktu kurang dari satu bulan (Dida et al.,, 2021). Dengan skala
bencana yang begitu masif, pada tanggal 13 April Presiden kemudian
mengumumkan bahwa Covid-19 telah menjadi bencana nasional melalui
Keppres nomor 12 tahun 2020 (Wawan Mas’udi Poppy S. Winanti, n.d.).

Khususnya di kabupaten Banggai, Bupati Dr.Ir.H.Herwin Yatim, MM
Bersama Dinas Kesehatan Dr.dr. Anang S. Otoluwa, MPPM pertama kali
mengumumkan kasus pertama pada tanggal 24 Mei 2020 dengan
terkonfirmasi kasus positif berjumlah 3 orang masing-masing dari
kecamatan Luwuk, kecamatan Nambo dan Nuhon. Selanjutnya penyebaran
Covid-19 di Kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan. Data per
tanggal 30 Desember 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi 358 kasus
terdiri dari 1 kasus baru, 79 kasus lama, 255 sembuh dan 23 meninggal.
Penyebarannya telah sampai ke beberapa kecamatan di kabupaten
Banggai dengan Kecamatan Luwuk sebagai episentrumnya (Bagian
Humas dan Dinas Kominfo/Akun Facebook, instagram).

Melalui hasil pengamatan peneliti masyarakat kabupaten Banggai

masih belum maksimal dalam penerapan protokol kesehatan berupa



menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Hal tersebut
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya
penyebaran covid-19 di kabupaten Banggai.

Pandemi codiv-19 pada faktanya telah berdampak pada multisektor
kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya aspek kesehatan masyarakat
yang terkena dampaknya, namun juga mempengaruhi banyak aspek
kehidupan berupa masalah lingkungan, ekonomi dan berdampak juga pada
kinerja organiasi menjadi lamban. Hal inilah kemudian pandemic covid-19
dapat dikatakan sebagai sebuah krisis publik.

Berangkat dari situasi krisis pandemic covid-19 tersebut olehnya
dibutuhkan keseriusan Pemerintah beserta stakeholder-nya untuk dapat
memutus mata rantai penyebaran virus dalam bentuk kebijakan yang
efektif, efesien dan tepat sasaran sehingga dengan mudah dipahami dan
diimplementasikan oleh masyarakat. Kebijakan merupakan rangkaian
konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut (Wilson, 1887) makna modern dari gagasan “kebijakan”
dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang
mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna “administration”
(Parsons, 2001). Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan merupakan
keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai

strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Rita P.S

et al., 2019).



Pemerintah Pusat mengeluarkan tiga kebijakan/regulasi untuk
mendukung penanganan covid-19 pertama peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan
keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Kedua peraturan
pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala
besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19 dan Ketiga
keputusan presiden (kepres) nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan
kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19.

Kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah
daerah Kabupaten Banggai yang juga nampak melakukan langkah-langkah
penanganan dan pencegahan Covid-19 diantaranya ada empat faktor
utama berupa strategi dan inovasi daerah yaitu : 1) respon cepat tanggap
(quick wins); 2) penanganan kesehatan; 3) penanganan dampak ekonomi
dan 4) penyediaan jaring pengaman sosial (Hasil wawancara Bersama
Bupati Banggai/Ketua Satgas pada tanggal 18/01/2021).

Humas pemerintah sebagai lembaga yang berperan mempersuasi
dan memengaruhi pandangan khalayak merupakan mediator dalam
pengimplementasian sebuah kebijakan. Cutlip-Center-Broom menyatakan
bahwa humas sebagai The Planned offort to influence opinion trough good
character and responsible performance, based on mutually satisfactory two
way communications (usaha terencana untuk memengaruhi pandangan

melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab)



didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan (Morissan,
2010, p. 7).

Olehnya dalam merespon kebijakan yang telah dirancang oleh
pemerintah atau Satuan Gugus Tugas (Satgas) sangat membutuhkan
peran-peran humas sehingga sebuah kebijakan dapat terdistribusi secara
menyeluruh kepada khalayak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menitikberatkan urgensitas
penelitian pada aspek menganalsis manajemen humas terhadap kebijakan
pemerintah daerah dalam pencegahan Covid-19 (corona) di Kabupaten

Banggai.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis manajemen Humas terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam pencegahan covid-19
(corona) ?
2. Bagaimana Kontribusi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten

Banggai dalam menanggapi Krisis Publik (Kasus Covid-19) ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui analisis manajemen Humas tehadap kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten banggai.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Humas pemerintah daerah

kabupaten banggai dalam menanggapi krisis publik (kasus covid-19).



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan
pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi serta sebagai
referensi bagi yang berminat mendalami kajian analisis manajemen
Humas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berupa bahan masukan
dalam mengevaluasi maupun menyusun langkah humas dalam

mengupayakan efektifinya implementasi sebuah kebijakan.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep
1. Pengertian Humas

Istilah hubungan masyarakat dalam bahasa Indonesia merupakan
teriemahan dari Public Relations (bahasa inggris). Perkembangan Humas
di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1950. Sedangkan public
relations telah hadir pertama kalinya di Amerika Serikat tahun 1897. Namun
istilah public relations dikenal secara meluas tahun 1921 ketika Ivy
Ledbetter Lee menerbitkan secara regular (periodik) majalah dengan nama
“public relations” di New York. Kemudian mata kuliah khusus dengan nama
public relations juga diperkenalkan dan diajarkan oleh Edward L. Bernays
(1891-1995) mulai tahun 1923 pada jurusan Jurnalistik di New York
University’s School of Commerce, Account and Finance Amerika Serikat
(Arifin, 2016, p. 19).

Public Relations atau Humas sebenarnya tidak ada bedanya, namun
saat ini biasanya istilah Humas digunakan dalam Organisasi atau lembaga
pemerintahan, sedangkan Public Relations lebih sering digunakan dalam
perusahaan asing atau swasta (Cakra Ningsi, 2019).

Humas pertama kali digunakan sebagai nomenklatur salah satu
bagian di departemen Penerangan Republik Indonesia, tahun 1950.
Kemudian nomenklatur humas digunakan pula pada beberapa organisasi

(lembaga) seperti Radio republic Indonesia (RRI), Garuda Indonesia dan



Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam bentuk bagian, biro,
departemen, atau devisi yang berfungsi sebagai “penghubung” dengan
masyarakat dengan tujuan membentuk citra dan opini publik positif. (Arifin,
2016, p. 20). Sampai dengan saat ini humas begitu mengalami
perkembangan pesat baik sebagai profesi maupun sebagai ilmu dan kajian
ilmiah. Atas dasar perkembangan tersebut kemudian humas dikaji dan
dianalis oleh banyak para ilmuan sehingga memunculkan beragam
paradigama yang tentunya tidak keluar dari konsep awal Humas selaku
lembaga penghubung ataupun mempersuasif publik.

Terdapat begitu banyak defenisi mengenai humas. Frank Jefkins
mengatakan humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan
penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-
kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan
yang positif (Tendean S. Cristian, 2013).

James E. Grunig mendefenisikan humas adalah bagian dari
manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan masyarakatnya
(Arifin, 2016, p. 25). Hubungan masyarakat merupakan suatu lembaga yang
berupaya membangun hubungan baik suatu organisasi dengan khalayak,
mengupayakan padangan negative dari publik menjadi pandangan positif
(Dunn, 1999, p. 3).

Humas juga merupakan lembaga yang merencanakan dan menjaga
reputasi sebuah organisasi sehingga dapat tercipta saling pemahaman dan

kerjasama antara organisasi dan khalayak (Moloney, 2006, p. 19).



Edward L. Berney humas sebagai inducing the public to have

understanding for and goodwill (membujuk publik agar mempunyai

pengertian yang mendukung serta memiliki niat baik (Morissan, 2010, p. 2).

Rex Harlow akademisi Amerika Serikat, juga kemudian mengklaim telah

meghasilkan defenisi atas semua rangkuman humas untuk pertama

kalinya. Penelitiannya mengidentifikasi sebanyak 472 defenisi yang telah

dihasilkan serta dirangkum menghasilkan defenisi global (Butterick Keith,

2014, p. 7) yaitu :

a)

b)

f)

)

Fungsi manajemen yang unik untuk membantu membangun dan
memelihara jalur komunikasi

Memunculkan pemahaman, kerjasama antara organisasi dan
publiknya;

Melibatkan manajemen permasalahan dan isu;

Membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap
terhadap opini publik;

Mendefenisikan dan menekankan tanggungjawab manajemen untuk
melayani kepentingan umum;

Membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan
perubahan secara efektif, melayani sebagai system peringatan dini
untuk membantu mencegah kecenderungan negative; dan
Menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai

alat utamanya.
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Institut of Humas, United Kingdom dimana Humas merupakan upaya
yang disengaja, direncanakan, dan dilaksanakan secara kontinu (Watson,
2005) untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antara
organisasi dan publiknya (Bambang Herimanto, n.d., p. 14).

Selanjutnya humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi
sikap masyarakat mengenali kebijakan dan prosedur individu atau
organisasi dalam kepentingan masyarakat dan merencanakan serta
melaksanakan program tindakan untuk mendapatkan pengertian dan
penerimaan masyarakat (Arifin, 2016, p. 25).

Humas sebagai “lembaga komunikasi” memiliki kepribadian, visi, misi,
tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau
pemilik dan pengelola dalam upaya ~mempertahankan dan
mengembangkan organisasi atau perusahaan. Dengan demikian humas
merupakan “fungsi manajemen” yang membantu organisasi menyesuaikan
diri dengan lingkungannya dan membantu organisasi memperoleh
dukungan publik (Arifin, 2016, p. 3).

Ditinjau dari ragam defenisi humas tersebut, Onong Uchjana
kemudian berpendapat bahwa humas meliputi unsur-unsur (Effendy, 2009,
p. 120) sebagai berikut :

a) Suatu fungsi manajemen yang menggunakan penelitian dan upaya
yang berencana dengan mengikuti standar etis.
b) Suatu proses yang mencakup hubungan antara organisasi dengan

publiknya



d)
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Analisis dan evaluasi melalui penelitian terhadap sikap dan opini serta
kecenderungan sisietal dan mengkomunikasikannya kepada
manajemen.

Konseling manajemen agar dapat dipastikan bahwa kebijaksanaan,
tata cara dan kegiatan-kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara
sosial dalam kepentingan bersama anatara organisasi dan publik.
Pelaksanaan dan penindakan program kegiatan yang berencana,
komunikasi dan evaluasi melaui penelitian.

Pencapaian itikad baik, pengertian dan penerimaan sebagai hasil
akhir utama dari kegiatan Humas.

Peran Humas menurut Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia nomor 30

tahun 2011 tentang pedoman umum Tata kelola kehumasan (Suprawoto,

2018, pp. 71-72) meliputi unsur-unsur :

a)

b)

Komunikator

Berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara
pemerintah dan publiknya

Fasilitator

Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan

aspirasi publik.



d)

f)
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Desiminator

Berperan terhadap pelayanan informasi terhadap interal organisasi,
dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung mengenai
kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi.

Katalisator

Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan
dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk
menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.

Konselor, advisor dan interpreator

Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan
pemerintah.

Prescriber

Humas berperan sebagai salah satu instrument strategi pemimpin
puncak penentu kebijakan. Humas harus mampu menjadi penasihat
pimpinan puncak dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu
humas humas harus memiliki kemampuan dan wawasan tentang
lembaganya dengandetail sehingga masalah apapun mampu
menguasainya.

Humas berperan untuk membentuk dan menjaga citra baik suatau

organisasi atau Lembaga kepada publik. Peran Humas juga menilai dan

mengawasi sikap dan respon khalayak terhadap kebijakan dan keputusan

yang diambil oleh organisasi. Kebijakan yang diambil oleh organisasi
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dikelola oleh Humas untuk mengidentifikasi sikap publik dan memberikan
pemahaman dan membuat dukungan (Kusuma & Wahyuningsih, 2020).
Dari uraian diatas cukup menggambarkan bahwa humas berperan
penuh dalam menjembatani perusahaan, organisasi maupun instansi
pemerintah dengan publik, baik itu publik internal maupun publik external
dalam rangka mencapai tujuan dimana praktisi humas tersebut beraktifitas
tentu orientasinya adalah untuk kemashalatan bersama antara organisasi

dan publik.

1.1 Humas Pemerintah

Humas Pemerintah atau government public relations adalah sebuah
penggabungan dua kata yaitu hubungan masyarakat (Humas) dan
pemerintah. Inu Kentjana Syafiie, pakar di bidang ilmu pemerintahan
menguraikan pengertian pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang
setelah ditamba awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah
akhiran “han” menjadi pemerintahan. Adapun secara etimologi pemerintah
(government) berasal dari bahasa yunani kubernan atau nahkoda kapal
yang artinya menatap kedepan. Memerintah berarti melihat kedepan,
menentukan berbagai kebijakan guna masa depan (Suprawoto, 2018, p.
45).

Humas pemerintah adalah profesi yang tumbuh di era reformasi.
Sejak tahun 2003, ditetapkanlah fungsional pranata humas yang diikuti

dengan munculnya forum humas di lembaga pemerintah dan kementerian.
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Tugas humas pemerintah tidak hanya sebatas untuk membangun citra

positif dan mengelola reputasi lembaga, tetapi juga untuk mengelola

kepentingan publik dan pemangku kepentingan (Simatupang, 2020).
Pemerintah Daerah Kabupaten berstatus Kota tipe C sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019

Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota pada pasal 18 point 3 huruf c telah berubah

nomenklaturnya menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dimana Bagian proktol dan komunikasi pimpinan ini memiliki tugas yaitu :

a. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi
juru bicara pimpinan daerah.

b. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampain
informasi tertentu

c. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait
sesuai dengan kebutuhan dana tau atas arahan pimpinan

d. Menghimpun dan mengelolah informasi yang bersifat penting dan
mendesak sesuai kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah

e. Menyiapkan dan mengadakan bahan materi rapat

f. Menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan

g. Menyusun naskah dan sambutan pidato kepala daerah dan wakil
kepala daerah

h. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu

pemerintah daerah
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I Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi kprotokoleran
J- Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah.

Dari uraian fungsi Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol diatas
dapat ditarik kesimpulan dimana tujuan utamanya adalah membantu kepala
daerah dalam mensejahterahkan masyarakat yang salah satu caranya
dengan memberikan informasi yang akurat kepada publik, sehingganya
apapun nama penyebutan humas bukan menjadi problem. Sebagaimana
yang telah dikemukan oleh Suprawoto dimana menurutnya Apapun
sebutan humas pemerintah daerah akan mempunyai tujuan yang sama,
yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini
terjadi di negara-negara lain dimana ada yang menyebut dengan bermcam
macam sebutan namun tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan
penekan masing-masing sesuai dengan niat pembentukannya.
Sebagaimana juga yang diuraikan oleh Howard Stepheson, Wheter it goes
by the nama ‘information’, community relations’, public affair’, or any other
title, the municipal public relations office can perform and in a growing
number of local governments is performing a wide varity of valuable
services (Suprawoto, 2018, pp. 113-114).

Selanjutnya pengertian pemerintah yakni merupakan kesatuan unsur-
unsur yang saling berhubungan dan berfungsi dalam rangka pencapaian
tujuan yang ingin dicapai (Anangkota, 2017, p. 2). Pengertian pemerintah

juga dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu dalam arti sempit dan luas.
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Dalam arti sempit, pemerintahan dapat dipahami sebagai sebuah instunsi
(government as an institution). Adapun dalam arti luas pemerintah diartikan
sebagai proses (government as an process). Dalam konteks bahasa
Indonesia dibedakan antara pemerintah sebagai institusi atau orang yang
memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai proses atau
aktifitas memerintah (Suprawoto, 2018, p. 45).

Pemerintah merujuk pada organ atau alat perlengkapan, sedangkan
pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit
pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Adapun dalam arti luas
pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ, badan-
badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang
melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapau tujuan negara.

Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga
negara yang terdiri dari dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif
(Suprawoto, 2018, p. 47). Astrid S. Susanto mengatakan bahwa humas
pemerintah atau government public relations menurut tindakan yang
ditujukan kepada menghasilkan pendapat dan iklim pendapat yang
mendukung instansi (Suprawoto, 2018, p. 48).

Humas pemerintah dalam institusi pemerintahan dibentuk untuk
mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan kabijakan mereka,
memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana,

serta hasil- hasil kerja institusi dan memberi pengertian kepada masyarakat
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tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Sidharta et al., 2021).

Scott M. Cutlip, memberi batasan humas pemerintah yakni fungsi
manajemen yang sah, yang membantu menjadikan badan, departemen dan
entitas publik lainnya tanggap terhadap warga dan semuanya ini tercipta
untuk mereka. Jadi dalam bahasan ini tegas dinyatakan bahwa humas
pemerintah merupakan fungsi manajemen yang yang tugasnya membantu
organisasi di lingkungannya untuk tanggap terhadap warga secara timbal
balik. Artinya humas pemerintah juga bertugas untuk menerima masukan
dari warganya (Suprawoto, 2018, p. 48). Humas pemerintah juga sebagai
mata dan telinga organisasi sebagaimana mengelola tuntutan konstituen
dan kemudian memberikan masukan ke organisasi (Suprawoto, 2018, p.
48).

Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika homor
371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang kode etik humas pemerintahan,
yang dimaksud humas pemerintah adalah segenap tindakan yang
dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan
yang harmonis dengan khalayak internal dan ekstenal dan membina
martabat instansi/pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan
eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan
dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya (Suganda et al., 2013).



18

Beberapa pendapat tentang humas pemerintah yang paling banyak
digunakan dalam praktik humas di pemerintahan adalah yang termaktub di
dalam keputusan Mentri Komunikasi dan Informatika nomor
371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang kode etik humas dan peraturan
mentri negara pendayagunaan aparatur negara yang kemudian jika
disimpulkan inti dari defenisi Humas pemerintah adalah aktifitas lembaga
negara dan atau individu yang melaksanakan fungsi manajemen dalam
bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan
(stakeholders) serta warga negara atau masyarakat dan sebaliknya
(Suprawoto, 2018, p. 50).

Dari pandangan diatas ada beberapa hal yang dapat ditekankan
sebagai berikut :

a) Humas Pemerintah adalah fungsi manajemen
Dapat diatikan bahwa humas pemerintah melekat pada fungsi
manajemen dalam hal ini manjemen pemerintahan. Maka jelas bahwa
pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya
humas, apalagi dalam kehidupan masyarakat dengan perkembangan
teknologi saat ini. Humas pemerintah diharapkan berfungsi sebagai
jembatan komunikasi dan informasi bagi public. Semakin kompleks
dan besar kegiatannya tentunya memerlukan lembaga-lembaga

tersendiri yang lebih spesifik.
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3).

4).
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Humas pemerintah merupakan aktifitas lembaga negara

Humas pemerintah yang sudah ada (exiting) saat ini tidak hanya
dalam ruang lingkup humas eksekutif, namun meliputi humas semua
lembaga negara (penyelenggara negara), termasuk didalamnya
legislative, yudikatif dan lembaga tinggi lainnya. Olehnya dalam
praktik saat ini yang dipakai adalah pengertian humas dalam arti luas.
Melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi

Informasi dan komunikasi berada di garda paling depan dalam sebuah
manajemen pemerintahan. Karena melalui aktifitas ini keputusan,
kebijakan, program, dan penerapan program oleh pemerintah yang
berefek sangat luas kepada masyarakat dapat diketahui dan bila perlu
diaharapakan ada keterlibatan masyarakat.

Humas pemerintah sasarannya tidak hanya publik dan stakeholder
namun semua warga negara atau masyarakat sebagai pembayar
pajak.

Ada hal yang membedakan antara humas swasta dan pemerintah.

Jika di swasta atau di dunia usaha yang selalu diperhatikan dan menjadi

sasaran humas adalah publik dan stakeholder, maka di humas pemerintah

selain melayani publik dan stakeholder harus melayani warga negara atau

masyarakat secara keseluruhan sebagai pemilik atau pembayar pajak

(Suprawoto, 2018, pp. 50-52).
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Tabel 1.1
Perbedaan Humas pada umumnya dengan Humas Pemerintah

No

Humas

Humas Pemerintah

Berada diluar pemerintahan

Di dalam lingkup penyelenggara
negara (dalam arti luas
Eksekutif, legislatif, yudikatif
dan lembaga negara lainnya).

Di dalam penyelenggara
pemerintah atau dalam arti
sempit humas pemerintah
hanya di lingkungan eksekutif
saja.

2 | Yang menjadi fokus perhatian Yang menjadi fokus perhatian
publik dan stakeholder tidak hanya publik, stakeholder
namun juga seluru warga
negara atau masyarakat
3 | Operasional humas merupakan | Operasional humas selain
upaya untuk membentuk citra upaya membentuk citra
perusahaan organisasi, pelayanan, juga
memenuhi hak masyarakat
untuk mendapatkan akses
informasi dan berkomunikasi
4 | Ada sebuah produk yang Tidak ada yang diperjual belikan

diperjual belikan

1.2 Fungsi, Tugas dan Tujuan Humas Pemerintah

Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah apabila dapat

membantu menjabarkan serta mencapai tujuan program pemerintah,

meningkatkan sikap responsif dan memberikan informasi publik yang cukup

untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Evawani Elysa Lubis, 2012,

p. 52).




21

Broom dan David Dozier mengemukakan konsep dasar humas
kedalam empat peran utama humas (Prastya, 2016, p. 3) yakni :

a) Sebagai expert prescriber, praktisi humas membantu manajemen
dengan pengalaman dan keterampilan untuk mencari solusi bagi
penyelesaian masalah public relationship yang dihadapi sebuah
organisasi.

b) Sebagai problem solving process facilitator, praktisi humas membantu
kerja manajemen melalui kerjasama dengan bagian lain dalam
organisasi untuk menemukan pemecahan masalah yang memuaskan
bagi masalah humas.

c) Sebagai communication facilitator praktisi humas membantu
manajemen dengan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk
mendengar apa kata publik dan menciptakan peluang agar publik
mendengar apa yang diharapkan manajemen

d) Sebagai teknisi komunikasi praktisi humas hanya menyediakan
layanan teknis komunikasi untuk organisasi sedangkan keputusan
untuk teknis komunikasi yang harus dijalankan ditentukan oleh orang
atau bagian lain dalam organisasi.

Ke empat peran humas diatas kemudian didefenisikan oleh Toth
dimana humas adalah sebagai pendengar yang peka dan broker
(perantara), interpreter, dan mediator komunikasi antara organisasi dan
publiknya. Peran ini juga menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi

komunikasi dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan
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menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Selain itu bertindak

sebagai sumber informasi dan juru komunikasi antara organisasi dan publik.

Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu

manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan

bersama (Siswanto, 2016, p. 5).

Rosady Ruslan menyatakan berfungsinya sebuah Humas di dalam
suatu organisasi atau lembaga apabila humas tersebut telah menunjukkan
agenda yang jelas yang dapat dibedakan dari aktifitas. Fungsi tersebut
sebagai (Helth, 2004, p. 3) berikut :

a) Humas bertindak sebagai communicator dalam aktifitas komunikasi
pada organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah
timbal balik (two way traffic reciprocal communication). Dimana satu
pihak melakukan aktifitas komunikasi berupa penyebaran informasi,
dilain pihak komunikasi diciptakan berupa penyampaian pesan dan
menciptakan opini publik (public opinion).

b) Menciptakan dan membina hubungan (relationship) yang positif dan
baik dengan khlayak sebagai target sasaran yakni publik internal dan
external. Di dalam membangun saling mempercayai (mutually
understanding) dan saling mendapatkan manfaat kolektif (mutually
symbiosis) antara lembaga atau organisasi dan khayaknya.

c) Back up management untuk mengarah kepada tujuan tersebut dalam
fungsi manajemen melalui tahapan yang dikenal dengan POAC, yakni

singkatan dari Planing (perencanaan), organizing (pengorganisasian),
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actuating (penggiatan) dan controlling (pengawasan). Lantas diikuti

unsur lainnya yang ikut terlibat melakukan komunikasi dua arah untuk

menunjang aktifitas bagian (departemen) lainnya.

d) Membangun dan menciptakan citra lembaga (corporate image) yang
merupakan tujuan (goals) akhir dari aktifitas program kerja Humas
campaign (kampanye PR) baik keperluan publikasi ataupun promosi.
Dan Latimore mengungkapkan bahwa Humas pemerintahan adalah

berfungsi seperti praktisi humas lainnya, berusaha untuk mencapai saling

pengertian antara lembaga dan masyarakat dengan mengikuti proses

Humas itu sendiri. Humas pemrintah juga berfungsi mengukur opini publik,

merencanakan dan mengatur untuk efektivitas humas, menyusun pesan

untuk khalayak, internal dan eksternal serta mengukur efektifitas dari

keseluruhan prosesnya (Suprawoto, 2018, p. 67).

Humas pemerintahan melakukan kegiatan dengan tujuan untuk
memberikan pelayanan baik mengenai informasi maupun menggalang
partisipasi masyarakat untuk menyukseskan kebijakan yang telah
diputuskan oleh pemerintah dengan memegang teguh prinsip keterbukaan
dikarenakan masyarakat di era keterbukaan informasi berhak mendapatkan
informasi yang benar dan tidak diskriminatif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang humas di
bidang pemerintahan, praktisi humas harus melakukan hal sebagai berikut

(Frizki et al., 2016, p. 3) :
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a) Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi
kepentingan instansi dan stakeholders

b)  Mampu menjalin komunikasi dua arah dengan setiap publiknya

c) Mampu mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang
mendukung program instansinya.

d) Mampu membangun hubungan baik dan kerjasama yang kondusif
dangan berbagai publik.

Dalam menyerap aspirasi khalayak diperlukan strategi agar apa yang
menjadi keinginan khalayak dapat diserap dan diimplentasikan. Strategi
komunikasi humas merupakan paduan dari perencanaan komunikasi
(communication planning) dan manajemen komunikasi (communicat ion
management ) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan
tersebut strategi komunikasi humas harus dapat menunjukkan bagaimana
taktik operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa
pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari
situasi dan kondisi (PIn et al., n.d.).

| Gusti Ngurah Putra mengemukakan ada beberapa hal penting
didalam menguraikan strategi untuk menyerap aspirasi masyarakat

(Suprawoto, 2018, pp. 68—69) sebagai berikut :

a) Environmental scanning, yaitu upaya humas untuk menjalain
hubungan dengan stakeholdernya dan mencari tahu tentang isu-isu

penting yang berkembang di masyarakat.
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Riset kuantitatif untuk aktivis dan mengadakan kontak personal
dengan mereka.

Memantau kelompok diskusi, ruang chatting dan situs-situs yang ada
berkaitan dengan isu kebijakan yang akan dibuat atau sudah dibuat.
Identifikasi kelompok-kelompok yang paling berpengaruh dengan
kebijakan yang dibuat dan dengarkan apa yang mereka inginkan atau
rasakan dari berbagai kebijakan yang telah dibuat. Humas harus
mempunyai peta kelompok komunitas seperti ini.

Lakukan analisis isi terhadap media

Lakukan polling atau lihat hasil polling yang sudah sering
menyelenggarakan.

Sebelum membahas tugas Humas pemerintah perlu kiranya kita

mengetahui tugas humas secara umum. Para ahli beragam dalam

menguraikan tugas humas namun pada intinya tidak jauh berbeda defenisi

satu dan lainnya yakni humas sebagai mediator. Humas bertugas menjaga

agar hubungan antara organisasi dan publiknya berlangsung dengan baik.

Melalui humas, satu organisasi tidak tuli dan buta terhadap aspirasi yang

berkembang di kalangan publiknya, dan publik pun mendapatkan informasi

yang memadai dari organisasi (P, 2015, p. 7).

Tugas pokok (tupoksi) humas vyaitu : 1). melakukan komunikasi dua

arah dengan masyarakat agar tercipta hubungan harmonis dan saling

pengertian; 2). Membentuk citra dan opini publik yang positif sehingga
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masyarakat memiliki rasa memiliki (sense of belonging) dan dukungan

terhadap organisasi (Arifin, 2016, p. 27).

Scott M. Cutlip, Alen H. Center dan Glen M. Broom (2005) menurutnya
tugas pokok humas (Arifin, 2016, p. 27) yaitu :

1) Membentuk dan memelihara hubungan saling menguntungkan antara
organisasi dan masyarakat yang menjadi sandaran keberhasilan atau
kegagalannya.

2) Mengidentifikasi pembentukan dan pemeliharaan hubungan saling
menyenangkan antara organisasi dan masyarakat sebagai dasar
moral dan etika profesi.

Dari aspek tanggung jawab sesungguhnya tugas humas pemerintah
lebih berat dari humas swasta dikarenakan humas pemerintah memainkan
peran yang begitu beragam selain mempersuasif publik dan stakeholder,
juga bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
keseluruhan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) nomor 30 tahun
2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan, tugas humas
pemerintah (Suprawoto, 2018, pp. 64—65) diuraikan sebagai berikut :

a) Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan
publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam
mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama. Dengan

demikian humas pemerintah menjadi garda depan dalam proses
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komunikasi dengan khalayak sasaran serta menjadi simpul informasi
dan komunikasinya dalam lembaganya.

Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksebilitas publik .
Humas kerap dipandang baru ketika ada krisis oleh sebab itu
merupakan tantangan humas pemrerintah untuk meminimalkan
kendala ini guna melancarak arus informasi dan kemudahan akses
oleh publik.

Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang
kebijakan pemerintah.

Membangun citra dan reputasi.

F. Rachmadi kemudian mengemukakan bahwa tugas humas

pemerintah (Suprawoto, 2018, p. 63) yaitu :

a)

b)

Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang
kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang
diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif.

Memberikan bantuan kepada media berita (news media) berupa
bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah
serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media
berita-berita untuk acara acara resmi yang penting. Pemerintah
merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu

sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan.
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Mempromosikan kemajuan  pembangunan  ekonomi  dan
kebubudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di
dalam negeri, maupun khalayak luar negeri.

Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah,
selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feed
back kepada pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan
sebagai input.

Tujuan sifatnya statis sedangkan tugas sifatnya sangat dinamis.

Tujuan sering disebut objektif. Tujuan sudah seharusnya dapat

mengarahkan kegiatan humas sehingga segala aktifitasnya menuju pada

sasaran yang jelas.

Mordecai Lee mengatakan bahwa tujuan humas pemerintah secara

khusus (Suprawoto, 2018, pp. 57-59) yaitu :

a)

Media relations

Tujuannya ini lebih banyak berhubungan dengan wartawan, karena
biasanya media kurang tertarik dengan informasi yang berasal dari
pemerintah. Bahkan kebanyakan hanya akan senang bila mendapat
informasi tentang kegagalan pemerintah dibandingkan informasi
tentang keberhasilan. Oleh sebab itu Humas pemerintah harus
memastikan informasi keberhasilan tetap menjadi informasi menarik
bagi media serta hubungan dengan media dibangun dengan posisi

setara.
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Public Reporting

Bagian penting dari Humas pemerintah adalah melaporkan kepada
masyarakat setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui
berbagai media, baik media tatap muka, cetak, elektronik, maupun
media baru seperti website. Oleh sebab itu segala jenis media harus
dikelola dengan baik sebagai media informasi dan komunikasi bagi
masyarakat.

Respossiveness to the public

Humas pemerintah sudah semestinya menggunakan pola komunikasi
timbal balik. Humas pemerintah dalam berinteraksi harus menjadi
pendengar yang baik terhadap segala pesan dari masyarakat baik itu
hal-hal yang baik maupun sebaliknya. Respon terhadap aspirasi
publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah
memiliki kepedulian untuk mengatasi masalah yang dihadapi
masyarakat.

Incrasing the utilization of service and product

Pemerintah harus terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Perbaikan layanan harus terus dilakukan. Humas pemerintah harus
menjadi saluran yang baik untuk untuk peningkatan pelayanan publik
Public education and public service campaingns

Humas pemerintah harus melakukan pendidikan dan kampanye

kepada masyarakat.
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Seeking voluntary public compliance with law and regulations.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan maupun yang
dalam bentuk regulasi perlu diketahui dan dipatuhi oleh segenap
lapisan masyarakat. Agar kerja humas dalam sosialisasi kerja humas
dalam sosialisasi kebijakan bisa berjalan efektif dan efesien maka
sangat perlu melibatkan seluruh komponen dan pemangku
kepentingan.

Using the public as the eyes and ears of an agency

Humas juga harus dapat menggunakan masyarakat sebagai mata dan
telinga atau kepanjangan tangan. Sebagai contoh di kota yang ada di
Amerika, polisi setempat memberikan imbalan tertentu kepada
masyarakat yang bersedia mengontak nomor polisi untukmelaporkan
orang yang mengemudi sambal minum minuman keras. Sinegri
seperti ini perlu ditingkatkan karena tidak semua tugas humas dapat
dikerjakan dengan baik perlu bantuan orang lain.
Increasing public support

Dukungan masyarakat terhadap setiap program dan Kkebijakan
pemerintah sangat diperlukan. Oleh sebab itu humas harus terus
bekerja keras untuk meningkatkan dukungan masyarakat.

Tujuan
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1.3 Ruang Lingkup Humas Pemerintah
Menurut Cutlip-Center-Broom ruang lingkup humas mutakhir

mencakup tujuh bidang pekerjaan. Sebagai berikut : The contemporary

meaning and practice of Humas includes all of the following activities and
specialties (publicity, advertising, press agentry, public afairs, issues
management, lobbiying and investor relations). Dengan demikian menurut

Cultip dan rekannya, perkembangan mutakhir humas mencakup seluruh

kegiatan tersebut yaitu publisitas, iklan, press agentry, public affairs,

manajemen isu, lobi dan hubungan investor (Morissan, 2010, p. 13).
Seluruh bidang pekerjaan humas diatas menghasilkan spesialisasi

kehumasan yang bersifat khusus (Morissan, 2010, pp. 31-33) yaitu sebagai

berikut :

a) Publisitas melahirkan bidang kekhususan humas yang disebut dengan
media relations. Media relations menghususkan khalayaknya pada
wartawan (pers) dan media massa pada umumnya. Organisasi
tertentu menjadikan hubungan baiknya dengan massa sebagai
sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan usahanya. Suatu
perusahaan penyelenggara berbagai pertunjukan hiburan (event
organizer) harus memiliki akses yang baik ke media massa untuk
dapat mempromosikan berbagai pertunjukan yang

diselenggarakannnya.
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Public affairs melahirkan tiga bidang kekhususan, yaitu :

>

Communication relations mengkhususkan khalayak mereka
pada masyarakat yang tinggal atau berada disekitar perusahaan
(pabrik), Perusahaan tertentu memberikan penekanan pada
aspek ini dalam aktifitas kehumasannya karena perusahaan atau
pabrik berada di tengah lingkungan masyarakat dimana
pengertian dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk
mempertahankan tujuan perusahaan.

Government relations yang khusus terfokus dalam hubungannya
dengan apparat pemerintahan. Lembaga tertentu memiliki unit
ini karena mereka banyak melakukan proyek yang harus terus
menerus bekerja sama atau koordinasi dengan pemerintah.
Industrial relations khusus menangani kelompok buruh atau
pekerja. Perusahaan tertentu akan lebih menekankan pada
aspek perburuan ini karen misalnya sebagian besar usaha
perusahaan sangat ditentukan oleh adanya kerja sama yang

baik antara pereusahana dan buruh.

Pemasaran melahirkan bidang kekhususan yang disebut dengan

marketing relations (disebut juga marketing communication) dan

costumer relations yang khusus melayani khalayak konsumen dan

pelanggan.

Manajemen isu melahirkan bidang khusus yaitu riset kehumasan yang

bertujuan untuk mengetahui pandangan dan opini khalayak terhadap



33

organisasi atau perusahaan atau untuk mengetahui tingkat kepuasan
khlayak terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan
terkadang membayar jasa konsultan humas yang mendalami riset
kehumasan ini.

Lobi telah pula menjadi bidang khusus sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya di muka. Orang yang khusus melakukan
pekerjaan ini disebut dengan lobyis.

Berney kemudian berpendapat bahwa ruang lingkup humas

pemerintah lebih ditekankan secara umum, tidak teknis (Suprawoto, 2018,

p. 77). Adapun ruang lingkup humas dimaksud sebagai berikut :

a)

b)

Memberi informasi kepada masyarakat

Informasi merupakan hak masyarakat sama seperti hak-hak lainnya.
Olehnya pemerintah dituntut harus mampu membrikan hak-hak
tersebut.

Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku
masyarakat terhadap lembagademi kepentingan kedua bela pihak.
Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga
dengan sikap dan perbuatan masyarakat, begitu sebaliknya. Humas
pemerintah harus dapat menjadi jembatan emas dengan masyarakat.
Apalagi pada tahapan eksekusi program pemerintah untuk
kepentingan masyarakat dari kacamata pemerintah harus sejalan

dengan kepentingan masyarakat.
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Ruang lingkup humas pemerintah pada dasarnya dapat
diklasifikasikan menjadi dua yakni humas pemerintah pusat dan humas
pemerintah daerah. Menurut Sam Black Humas Pemerintah Pusat
(Suprawoto, 2018, p. 77) uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan,
perencanaan dan hasil yang dicapai.

Sebagai contoh, karena Amerika negara federal, tentunya humas

pemerintah pusat yang disampaikan kepada masyarakat adalah

masalah kebijakan nasional, baik itu kebijakan dalam perencanaan
dan pula hasilnya tentu harus disampaikan kepada masyarakat.

b.  Menerangkan dan mendidik public mengenai perundang-undangan,
peraturan-peraturan dan hal-hal yang berhubungan dengan
kehidupan rakyat sehari-hari.

Ruang lingkup humas pemerintah di tingkat pusat memiliki sifat yang
lebih makro berbeda dengan ruang lingkup humas di daerah. Hal ini
menurut penulis sejalan dengan desentralisasi yakni penyerahan
kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berdasarkan asas otonomi tentu berdasarkan norma-norma kehumasan
yang diatur oleh peraturan pemerintah seperti yang telah penulis uraikan
diatas.

Olehnya Sam Black kemudian melanjutkan pendapatnya terkait peran

Humas pemerintah daerah (Suprawoto, 2018, pp. 78-79) yaitu :
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To keep citizens informed of the council’s policy and its day by day
yang artinya memelihara penduduk agar tau jelas mengenai
kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari. Karena
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan
serta melayani masyarakat di daerah. Kata terahir yaitu melayani
masyarakat itulah yang paling penitng yang mesti dilakukan
pemerintah khususnya pemerintah daerah.

To give them opportunity of expressing views in important new projects
before final deciciouns are taken by the council. Artinya kurang lebih
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan
pandangannya mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga
mengambil keputusan. Tentunya tugas pemerintah pemerintah
daerah melayani setiap kebijakan yang akan dibuat harus sesuai dan
mendapat persetujuan dari masyarakat agar mendapatkan dukungan.
To enlighten citizen on the way in which the system of local go
vernment works and to inform them of their rights and responbilities.
Yang artinya memberikan penerangan kepada penduduk mengenai
cara pelaksanaan system pemerintahan daerah dan mengenai hak-
hak dan tanggung jawab mereka. Tentunya sebagai warga
masyarakat, selain pemerintah memenuhi hak-hak masyarakat juga
mengingatkan akan kewajibannya, seperti membayar pajak serta

mentaati segala aturan yang dikeluarkan pemeritnah daerah.
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d. To promote a sense of civic pride. Yang artinya mengembangkan rasa
bangga sebagai warga negara. Saat ini siapa yang tidak bangga
dengan warga negara Amerika sebagai negara kiblat kemajuandan
demokrasi. Dalam konteks Indonesia tentunya humas pemerintah
Indonesia juga harus terus menggelorakan kebanggaan menjadi
bangsa Indonesia.

Menurut Ruslan dalam Frizki Yulianto Nurnisya (2016) Humas
pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua peran yang dimainkan oleh
Humas Pemerintah, yaitu: (1) peran taktis (jangka pendek) dan (2) Peran
strategis (jangka panjang). Dalam peran taktis (jangka pendek), Humas
pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif
dapat memotifasi rakyat dan mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap rakyat melalui pesan-pesan yang disampaikan. Dalam peran
jangka panjang (peran strategis) Humas pemerintah berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan, dalam memberikan proses sumbang
saran, gagasan dan ide yang kreatif secara cemerlang untuk melaksanakan
program lembaga yang bersangkutan (Frizki et al., 2016).

Dari uraian diatas dapat disimpulakan peran Humas pemerintah pusat
dan daerah saling terintegrasi yang orientasnya adalah mewujudkan
kemakmuran masyarakat dengan cara memberikan hak-hak masyarakat
berupa informasi baik itu program-program pemerintah, kebijakan dan isu-

isu positif lainnya.
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1.4 Tipe Publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan
dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara
Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata
publik sebagai koinion dan privat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi
Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi res-publica dan privat
sebagai res-priva. Dengan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti
(2007) memilah istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person;
sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara (Handoyo, 2012, p.
1).

Publik merupakan titik perhatian bagi siapa saja yang berkecimpung
di bidang hubungan masyarakat (humas). Dalam menjalankan fungsi
humas pada sebuah organisasi/perusahaan terbagi ke dalam dua bagian
fungsi dasar yang sama namun berbeda pada hal public yang dituju yakni
internal humas dan external humas. Publik Internal yang mengkhususkan
bagaimana organisasi mampu membangun dan merawat komunikasi di
tubuh organisai itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud publik external
merupakan bagian yang menangani komunikasi yang berhubungan dengan
khalayak/publik (Ishak, 2012, p. 379).

Humas yang bertugas pada suatu organisasi/perusahaan harusnya
dapat mengidentifikasi tipe dari publik mereka serta mengorganisir program
komunikasi dan mengamankan kebijakan dalam menghadapi problem yang

ada (Butterick Keith, 2014, p. 29).
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Grunig dan Hunt mengelompokkan publik kedalam empat tipe yaitu :

Non-Public dimana organisasi tidak mempunyai kepentingan pada
kelompok tertentu dan demikian sebaliknya kelompok tidak memiliki
kepentingan kepada organisasi.

Laten public dimana kelompok menghadapi gangguan bersama dari
organisasi, tetapi mereka tidak menemukan problem-nya.

Aware public yakni kelompok yang mengerti adanya permasalahan
bersama.

Active public yakni kelompok yang memahami hadirnya suatu
masalah, kemudian berkoordinasi dalam menghadapi serta
menyepakati langkah apa yang diambil untuk mengatasinya (Butterick
Keith, 2014, p. 29)

Publik yang terbentuk melalui proses komunikasi massa, dimulai oleh

adanya pesan yang bersifat terbuka, actual dan menyangkut kepentingan

public melalui media massa. Pesan itu diterima dan dibahas (didiskusikan)

oleh public yaitu individu-individu yang mengelompok secara spontan di

berbagai tempat.

Tiga level atau lapisan publik yang kemampuan dan kapasitasnya

berbeda satu dengan lainnya (Arifin, 2016, pp. 56-57), sebagai berikut :

1),

Level pertama yaitu lapisan atas yang disebut opinion making public
(public pembuat opini), yaitu mereka yang tidak hanya mampu
mengemukakan opininya secara terbuka, tetapi mampu juga

mempengaruhi opini orang lain. Mereka juga mampu mempengaruhi
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dan memobilisasi dukungan dari orang lain terhadap opininya atau
opini orang lain yang didukungnya.

Level kedua adalah lapisan menengah yang disebut attentive public
(public pemerhati) yaitu mereka yang amat tertarik, berminat dan aktif
mengamati kecenderungan opini-opini yang berkembang, misalnya
dengan cermat mengikuti perkembangan informasi yang disebarkan
oleh media berdasarkan masukan yang diterimanya mereka kemudian
menetapkan opininya sendiri, namun tidak mampu memobilisasi
dukungan orang-orang lain untuk mendukung opininya.

Level ketiga adalah lapisan bawah yang dinamakan mass public
(public massal) yaitu mereka yang daya antisipasinya sedikit atau tipis
sekali. Keterlibatan mereka dalam dinamika dan “pasaran” wacana
publik lebih dimotivasi oleh hubungan emosional dan dan kurang
memperhatikan pertimbangan rasional atau akal sehat.

| Gusti Ngurah Putra mengatakan dimana khusus publik bagi sebuah

organisasi pemerintahan dibagi menjadi dua bagian (Suprawoto, 2018, p.

131) yaitu :

a.

Constituent publics, yaitu kelompok atau individu-individu yang
berusaha mempengaruhi pemerintah untuk memperjuangkan
kepentingan mereka. Misal kelompok oposisi dan interest group

Client publics, yaitu kelompok atau individu-individu yang harus

disediakan layanan, produk dan program-program oleh pemerintah
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dalam usaha meningkatkan atau memberdayakan serta
mensejahterakan mereka.

Grunig dan Hunt mengidentifikasi empat tipe praktek berdasarkan

kerja para praktisi Humas (Butterick Keith, 2014, pp. 30-33) sebagai

berikut:

a)

b)

agen pers / model publisitas

Model pertama ini didasarkan pada kinerja agen pers (press
agent) dan publisitas yang melakukan aktivitasnya dari pertengahan
abad ke-19 hingga awal tahun abad ke-20. Grunig dan Hunt (1984)
berargumen bahwa dalam beberapa kasus, kegiatan keduanya mirip
dengan propaganda karena informasinya di sebarluaskan oleh pihak
yang mungkin selektif, terdistorsi, dan bias. Alur informasi yang
dipakai adalah komunikasi satu arah atau one way dan one side dari
organisasi kepada audiens yang dituju dan tidak memerlukan
tanggapan balik. Tujuan tunggal dari publisitas adalah untuk
membujuk orang agar melakukan tindakan tertentu.
model informasi publik

Model informasi publik mereka merujuk pada kerja yang
dilakukan ole Ivy Lee dan pendekatan “public be informed” dimana
informasi dikirim keluar oleh sebuah organisasi. Model ini masih
menggunakan proses satu arah seperti yang dilakukan dalam model

pers agent. Tujuannya adalah untuk mempersuasi, nhamun secara
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krusial dan inilah yang membedakan model ini dengan model Pers
Agen.
model dua arah asimetris

Model ini memiliki beberapa persamaan dengan agent pers,
sementara perbedaan utama diantara keduanya adalah “persuasi
ilmiah” yang diterapkan dalam model Dua Arah Asimetris dimana
persuasi ilmiah kontras dengan model agent pers yang biasanya oleh
publisis dikonsep dengan “kejam” dan menggunakan teknik manipulsi.
Meskipun demikian komunikasi dalam model ini masih satu arah
(asimetris) dari organisasi ke audiens target dan berusaha untuk
mempersuasi penerima pesan agar melakukan suatu tindakan,
apakah itu membeli produk atau dukungan moral untuk mendukung
kampanye.
model dua arah simetris

Karakter utama dari model ini adalah perusahaan ditantang
untuk melakukan dialog langsung dengan pemangku kepentingan,
tidak hanya membujuk, namun juga mendengarkan, mempelajari dan
yang paling penting adalah mengadaptasi prilaku organisasi sebagai
hasil dari proses komunikasi. Berbeda dengan model komunikasi linier
satu arah, model ini melakukan dua proses timbal balik dimana
mereka yang terlibat di dalamnya memiliki posisi yang sama saat
berkomunikasi. Humas dua arah simetris dilakukan dengan

komunikasi jujur dua arah, saling memberi dan saling menerima,
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saling menghargai, focus pada kesamaan pemahaman antara pihak-
pihak yang terlibat dalam komunikasi. Negosiasi dan kemauan untuk
melakukan adaptasi dan kompromi adalah elemen yang penting
dalam proses ini. Secara signifikan model ini sepertinya lebih banyak
dimanfaatkan oleh organisasi non profit, lembaga pemerintahan, dan
lembaga hukum dari pada perusahaan yang berorientasi pada
keuntungan dan persaingan.

Dari uraian tipe dan defenisi publik tersebut, yang kemudian di
diharapkan kepada praktisi humas yakni di dalam proses pembingkaian
pesan sebaiknya menentukan program yang relevan dengan karakter
khalayak dilapangan sehingga pesan tersebut dengan mudah dipahami dan

dipraktekkan khalayak.

1.5 Krisis Publik

Setiap rencana yang sudah dipersiapkan tidak selalu akan berjalan
dengan lancar. Sesuatu yang tidak terduga atau diluar perkiraan
perencanaan dapat terjadi kapan saja. Faktor-faktor diluar dugaan yang
yang bersifat merugikan baik yang berasal dari internal ataupun external
organisasi dapat menimbulkan situasi krisis (Morissan, 2010, p. 171).

Krisis merupakan suatu insiden atau situasi baik berupa fakta, rumor,
ataupun tuduhan yang dapat memberikan gambaran negative tentang
suatu hal (Parliament et al., 2011). Lagadec mendefeniskan krisis sebagai

suatu situasi dimana sejumlah organisasi dihadapkan dengan
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permasalahan yang genting, mengalami tekanan kuat yang berasal dari luar

maupun situasi ketegangan sengit yang terjadi di dalam, kemudian secara

brutal dan untuk jangka waktu yang panjang saling menyerang satu sama
lain. Semua dalam suatu masyarakat komunikasi massa dengan kata lain
dalam kontak langsung, untuk selalu menjadi pemberitaan radio dan televisi

dan pada media cetak untuk beberapa waktu (Butterick Keith, 2014, p. 73).
Berkaitan dengan situasi krisis, sebuah teori atribus menjelaskan

bahwa stakeholdes cenderung membuat atribusi tentang penyebab krisis,

siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap situasi krisis, apakah
organisasi terlibat dan situasi sekitar krisis. Coombs, 2010 (Kriyantono,

2014, p. 172).

Kekeliruan yang sering dilakukan praktisi Humas pada saat timbulnya
krisisi antara lain :

a) Sikap ragu-ragu (besitation). Hal ini menimbulkan persepsi pada
khalayak bahwa praktisi humas bingung, tidak kompeten, tidak
memiliki persiapan, tidak berpesaraan dan sebagainya.

b) Menghindari pertanyaan (equivocation). Menimbulkan masalah yang
lebih besar karena tidak ada yang bersedia menceritakan kebenaran
sehingga isu dan rumor terus berkembang tak terkendali.

c) Sikap konfrontasi. Menyebabkan isu yang menjadi perhatian
masyarakat justru mendapatkan pengakuan. Isu terus berkembang
karena mendapatkan tempat berpijak justru dari praktisi humas itu

sendiri.
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Menyerang bailk (retalitation). Hal ini mengakibatkan ketegangan dan
emosi dari pada menguranginya.

Sikap menyombongkan diri (pontification) membuka kelemahan diri
sendiri karena bersikap arogan, cenderung untuk cepat menolak isu,
tidak berupaya meneliti terlebih dahulu (Morissan, 2010, pp. 171-172)

Menurut Otto Lerbinger terdapat delapan tipe krisis, baik yang

disebabkan kegagalan manajemen atau kekuatan lingkungan yaitu : Krisis

alami, krisis teknolgi, konfrontasi, krisis kedengkian, nilai manajemen yang

menyimpang, kikap manajemen yang tidak senonoh, penipuan, dan krisis

bisnis dan ekonomi (Morissan, 2010, p. 172).

Claudia Reinhardt juga mengemukakan kategori krisis berdasarkan

waktu yaitu :

a)

b)

Krisis bersifat segera (immediate crises).

Tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadi begitu tiba-tiba,
tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan
riset dan perencanaan. Contoh; pesawat jatuh, eksekutif penting
meninggal dan lain-lain.

Krisis baru muncul (emerging crises).

Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi humas melakukan
penelitan dan perencanaan terlebih dahulu, namun krisis dapat
meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Contoh; munculnya ketidak
puasan dikalangan karyawan, semangat karyawan rendah dan lain-

lain.
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c) Krisis bertahan (sustained crises) adalah krisis yang tetap muncul
selama berbulan bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah
dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau
oragnisasi. Contoh; rumor mengenai perusahaan yang menyebar dari
mulut kemulut disebarluaskan oleh media massa yang kesemuanya
diluar control praktisi humas (Morissan, 2010, p. 173).

Fenomena pandemic covid-19 adalah sebuah krisis yang
menimbulkan dampak buruk disegala aspek kehidupan masyarakat.
Sehingganya pemerintah diharapkan berada di garda depan dalam
mengatasi situasi tersebut melalui kebijakannya dengan memanfaatkan

lembaga humas sebagai penghubung kepada masyarakat.

2. Proses Manajemen Humas

Proses manajemen humas menurut Cutlip terbagi kedalam empat
langkah yaitu : mendefenisikan masalah (atau peluang), membuat rencana
dan program, bertindak, berkomunikasi dan mengevaluasi program (Scott
M. Cutlip, 2011).

2.1 Mendefeniskan masalah (analisis situasi)

Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pemantauan
pengetahuan, opini, sikap dan prilaku mereka yang peduli dan terpengaruh
oleh tindakan dan kebijakan organiasi. Langkah ini memberi landasan bagi
semua langkah proses pemecahan masalah lainnya dengan menentukan

“apa yang sedang terjadi saat ini” (Scott M. Cutlip, 2005, p. 268).
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Hal ini berkesesuaian dengan teori Atribusi yang dikemukakan oleh
Bernard Weiner dan Fritz Heider yakni menarik kesimpulan tentang
penyebab prilaku individu maupun kelompok. Dalam situasi fenomena
covid-19, hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik khalayak
terhadap suatu fenomena sehingga didalam menentukan langkah berupa
rencana dan program tepat sasaran.

Penelitian juga memiliki peran penting lain dalam sebuah kampanye
yakni membantu mengidentifikasi dan membangun tolak ukur yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi program (Butterick Keith, 2014, p. 150). Ada
kategori berbeda dari penelitian dan kategori yang digunakan akan menjadi

hal yang paling tepat bagi kampanye :

a) penelitian deskripsi membantu mengidentifikasi dan menggambarkan
suatu proses situasi dan fenomena

b)  penelitian eksplanatif membantu memahami mengapa suatu peristiwa
terjadi

c) Penelitian prediktif membantu memprediksi keluaran-keluaran yang
mungkin dari suatu tindakan atau kegagalan dalam bertindak.

Humas telah membangun metode penelitian khusus yang didesain
untuk melihat peran, tempat organisasi dan setting organisasi di dalam
aktifitasnya sebagai berikut :

a) Audit komunikasi; menganalisis apa yang telah terjadi dengan
komunikasi perusahaan/organisasi dan seberapa efektif atau metode

komunikasi sebelumnya
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Sosial/audit lingkungan/pemindaian/pemantauan; merupakan jenis
riset yang berkembang popular, betapa perusahaan menjadi lebih
sadar dan peduli terhadap tempat dan peran mereka di dalam
masyarakat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia luar.

Pemetaan pemangku kepentingan; merupakan proses
pengidentifikasian dan pengkategorian pemangku kepentingan
organisasi, yang mewakili kepentingan dan kekuatan yang mereka
pegang dalam hubungan dengan organisasi. Semua pemangku
kepentingan memiliki beberapa bentuk kekuasaan, apakah itu
kekuasaan formal seperti memiliki posisi yang berwenang untuk
kekuasaan sosial yakni mampu membujuk pihak lain untuk
mendukung atau melawan suatu tindakan. Pemetaan pemangku
kepentingan biasanya diikuti dengan menghasilkan peta pemangku
kepentingan yang akan menunjukkan hubungan pemangku
kepentingan dengan organisasi dan siapa yang harus diprioritaskan
dan siapa diberi prioritas lebih rendah (Butterick Keith, 2014, p. 150).

Analisis SWOT : Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan),

Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) telah umum bagi disiplin

lain dan tentu termasuk bagi komunikasi tentu metode analisis sangat

bermanfaat. Berikut contoh analisis SWOT :

Sebuah analisis mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan yang

terbuka bagi instansi dan sejumlah ancaman yang teridentifikasi. Analisis

SWOT dapat diterapkan pada banyak situasi dan keadaan yang berbeda.
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Daftar dibawah ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin muncul

dalam analisis SWOT.

Kekuatan (Strengths) :

Apa saja keuntungannya ?

Bidang apa saja yang dilakukan perusahaan/organisasi dengan baik
Kelemahan (Weaknesses):

Apa yang bisa ditingkatkan ?

Apa yang berjalan dengan tidak baik ?

Apa seharusnya dihindari ?

Kesempatan/peluang (Opportunities) :

Dimanakah mungkin ada kesempatan ?

Apa saja kecenderungan yang menarik ?

Ancaman (Threats) :

Hambatan apa saja yang dihadapi ?

Persaingan apa yang sedang terjadi ?

Apakah perubahan teknologi mengancam posisi ?

Apakah ada pemasukan yang tidak baik atau problem cashflow ?

Jika tidak mungkin untuk mengadakan suatu penelitian sebelum

memulai sebuah kampanye, dua pertanyaan dasar yang perlu diajukan

kepada klien yaitu :

a)

b)

Mengapa anda ingin berkomunikasi ?
Kepada siapa anda ingin berkomunikasi ? (Butterick Keith, 2014, p.

152).
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2.2 Membuat rencana dan program (strategi)

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk
membuat keputusan tentang publik program, tujuan, tindakan serta strategi,
taktik dan tujuan komunikasi. Untuk itu penemuan dari langkah pertama
harus dijadikan faktor kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua
dari proses ini menjawab “berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, apa
sebaiknya yang kita ubah, lakukan dan katakan ?” (Scott M. Cutlip, 2005, p.
268).

Jim Lukaszewski mengemukakan bahwa strategi adalah tenaga
penggerak dalam setiap bisnis, atau organisasi. Strategi merupakan
kekuatan intelektual yang membantu mengorganisasi, memprioritaskan
dan memberdayakan kekuatan dalam pengambilan sebuah keputusan.
Tanpa strategi tidak ada arah, tanpa strategi tidak ada momentum, tanpa
strategi tidak ada dampak (Scott M. Cutlip, 2005, p. 291).

Setiap instansi/organisasi ataupun perusahaan mempunyai strategi
yang berada disetiap level (Butterick Keith, 2014, p. 153). Berikut tingkatan
strategi :

a) Strategi tingkat korporasi; berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan
ruang lingkup organisasi dan sebagaimana nilai akan ditambahkan
pada bagian-bagian yng berbeda dari unit bisnis pada organisasi.

b) Strategi tingkat bisnis; memetakan mengenai bagaimana sukses

bersaing dalam pasar khusus. Unit bisnis strategis merupakan bagian
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dari organisasi yang memiliki area pemasaran external untuk barang
dan jasa

Strategi operasional; lebih mengarah pada bagaimana bagian
komponen-komponen dari sebuah organisasi dapat secara efektif
mengantarkan strategi tingkat korporasi dan strategi tingkat bisnis
dalam hal sumber daya, proses dan manusia

Manajemen strategis; termasuk didalamnya pemahaman mengenai
posisi strategis dari suatu organisasi, pilihan strategis untuk masa
depan dan mengubah strategi menjadi aksi.

Dozier menyatakan langkah-langkah dalam perencanaan strategis

termasuk penentuan misi organisasi, pembentukan profil organisasi,

menilai lingkungan external, memadukan profil organisasi dengan peluang

lingkungan, mengidentifikasi pilihan terbaik yang konsisten dengan misi,

pemilihan sasaran-sasaran (tujuan) jangka panjang, jangka pendek,

pengimplementasian program dan mengevaluasi keberhasilan atau

kegagalan. Komunikasi menjadi sebuah fungsi manajemen strategis, ketika

program-program komunikasi bisa membantu mengelola hubungan dengan

tokoh masyarakat yang mempengaruhi misi organisasi, sasaran dan tujuan

(Butterick Keith, 2014, p. 154).

Berikut contoh strategi, taktik dan tujuan:
Tujuan : Mempublikasikan kebijakan baru pemerintah
Strategi : Kampanye hubungan media dan stakeholders

Taktik : konfrensi pers, siaran pers, wawancara dan lain-lain
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Apabila dalam sebuah kampanye hubungan media dianggap taktik
terbaik untuk mencapai tujuan kampanye, maka perlu digabungkan dengan
strategi komunikasi yang lebih luas. Kampanye hubungan media
seyogiyanya mengidentifikasi berikut ini (Butterick Keith, 2014, p. 154) :

a) Media kunci - harus mencakup beberapa media beriikut : media lokal,
daerah, nasional media etnis minoritas, spesialis atau pers
perdagangan dan organisasi-organisasi professional yang melingkupi
persoalan

b) Pesan kunci — memastikan media bekerja membawa pesan kunci
sehubungan dengan sasaran keseluruhan

c) Sumber daya — apakah anggaran dan staf tersedia

d) Metode komunikasi yang diperlukan — termasuk penempatan fitur,
foto-foto kesempatan, membuat draf siaran berita, instruksi jurnalis
dan lain-lain

e) Skala waktu dan tengat waktu

f) Bagaimana kampanye akan dievaluasi untuk  mengukur
kesuksesannya.

2.3 Bertindak dan Berkomunikasi (penerapan)

Langkah ketiga mencakup pengimplementasian program tindakan
dan komunikasi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi
setiap publik demi mencapai tujuan program. Dalam melaksanakan
program (bertindak dan berkomunikasi) dengan menggunakan pendekatan

teori Framing yaitu tindakan yang berupaya mengkontruksi pesan
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berdasarkan situasi khalayak dengan menyeleksi kata-kata atau kalimat,
media apa yang digunakan tentu dengan orientasi untuk kepentingan
khalayak itu sendiri.

Masalah atau sebuah krisis harus memerlukan tanggapan tindakan
segera yang didukung oleh komunikasi. Strategi komunikasi sangat
mendukung suksesnya sebuah tindakan. Strategi tindakan harus
menciptakan arah utama program namun menggambarkan bagian dari
Humas yang mungkin tidak tampak dipermukaan. Lazimnya komunikasi
merupakan komponen yang lebih kelihatan yang berguna sebagai
suplemen untuk mendukung strategi tindakan. Berikut komponen
komunikasi strategi :

a) Membingkai pesan
Asas pertama dalam pembingkaian isi pesan untuk upaya
komunikasi adalah pengetahuan yang baik tentang posisi klen atau
atasan dalam situasi masalah. Asas kedua adalah pengetahuan
tentang kebutuhan, kepentingan, dan kerisauan public sasaran.

Sebagaimana kata seorang praktisi “jadilah cerdas dan pahami

keadaan pihak lain”. Komunikasi yang efektif, harus dirancang

menurut situasi, waktu, tempat dan khalayak (Scott M. Cutlip, 2005, p.

321).

Berikut adalah usaha yang telah teruji didalam membantu
ketidak sesuaian anatara posisi komunikator dan sikap khlayak (Scott

M. Cutlip, 2011) :
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»  Gunakan media yang memiliki identifikasi paling dekat dengan
posisi khalayak

»  Gunakan sumber komunikasi yang mempunyai kredibilitas tinggi
untuk khalayak yang menjadi topik komunikasi

»  Kurangi perbedaan antara posisi dalam komunikasi dan posisi
khlayak

> ldentifikasi perbendaharaan kata dan anekdot yang bersesuaian
dengan kondisi khlayak

»  Tetapkan posisi komunikator sebagai opini mayoritas dengan
menentukan mayoritas pendirian khlayak sendiri

»  Gunakan identifikasi kelompok khalayak ketika identifikasi itu
dapat membantu mengembangkan tanggapan positif

»  Modifikasi pesan agar sesuai kebutuhan organisasi
Empat fakta mendasar yang perlu diperhatikan dalam

pembingkaian pesan (Scott M. Cutlip, 2011) :

a. Khalayak terdiri dari orang-orang; mereka hidup, bekerja,
beribadah, dan bermain dalam pranata 53ersua di kota, pinggir
kota, desa, atau daerah pertanian. Konsekwensinya setiap orang
bergantung pada banyak pengaruh, sementara lazimnya pesan
dari komunikator hanya merupakan sumber pengaruh yang kecil.

b. Orang cenderung membaca, menonton, atau mendengarkan
komunikasi yang menyajikan sudut pandang menarik simpati

atau memilki keterkaitan pribadi.
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c. Media menciptakan komunitas yang terpisah-pisah
d. Media mempunya banyak sekali jenis efek terhadap
pengetahuan, kecenderungan, dan prilaku individu, kolektif dan
tidak semua efek itu diukur. Pembingkaian yang baik harus
memperhitungkan efek isi pesan baik yang disengaja atau tidak
Komunikasi yang biasanya komponen yang lebih tampak
berfungsi untuk menginterpretasikan dan mendukung aksi. Dibawah
ini merupakan dasar-dasar dan prinsip untuk mengaplikasikan teori
kedalam praktik :
Sematik
Kata sematik sebenarnya merupakan istilah teknis yang
mengacu pada studi tentang makna. Istilah ini merupakan istilah baru
dalam Inggris. Para ahli memberikan pengertian sematik sebagai
cabang ilmu Bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda
linguisitik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya
(makna). Istilah lain yang pernah digunakan hal yang sama adalah
semiotika, semiologi, semasiology dan semetik. Pembicaraan tentang
makna kata pun menjadi objek sematik.
Lambang-lambang
Komunikasi memerlukan lebih dari sekedar sematik. Dalam
kapasitas yang lebih besar komunikasi menggunakan lambing dan

streotip. Lambang memberikan alat komunikasi persuasive yang
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dramatis dan langsung dengan sejumlah besar orang dijalur
komuniksi.
Hambatan dan stereotip

Hambatan untuk memahami dan menjelaskan pesan ada pada
komunikator maupun khalayak. Lippmann mengingatkan setiap orang
hidup dalam perlindungan kelompok lingkungannya sendiri. Ada
hambatan sosial, umur, bahasa, atau perbendaharaan kata serta
politik dan ekonomi. Ada juga hambatan ras dan distorsi yang
merintangi komunikasi anatara kelompok satu dan kelompok lainnya.

Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang hanya
berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut
dapat dikategorikan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran
yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan
hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan
secara cepat. Praktisi humas harus belajar mengenali pengaruh dan
kehadiran lambang dan streotip apa yang tampak sebagai kontradiksi
dan sifat yang bertentangan dengan opini publik. Lambang digunakan
sebagai untuk membalas lambang, dan stereotip digunakan untuk
membalas streotip.
Menyebarkan pesan

Praktisi humas bukan hanya sekedar menyebarkan pesan ke

segala arah audiens baik itu audiens internal maupun exteral namun
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juga memastikan pesan yang disebarkan tepat sasaran sehingga

dapat berdamapak positif.

2.4 Mengevaluasi Program (penilaian)

Langkah terakhir dari proses ini mencakup penilaian persiapan,
pelaksanaan, dan hasil program. Saat program sedang dilaksanakan dibuat
penyesuaian berdasarkan evaluasi umpan balik tentang bagaimana
program berjalan atau tidak berjalan. Program diteruskan atau dihentikan
setelah mempelajari, “bagaimana kita sekarang atau dulu ?” (Scott M.
Cutlip, 2011).

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan
proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dalam mengevaluasi ada
beberapa cara yang dapat digunakan diantaranya (Butterick Keith, 2014,
pp. 156—-159) sebagai berikut :

a) Pengukuran semu

Dalam praktiknya banyak praktisi Humas cenderung bergantung pada

pengukuran yang relative tidak canggih seperti volume liputan media

yang dihasilkan oleh siaran media, jenis media yang diutamakan untuk
merilis dan frekwensi penayangan dimedia. Kurangnya waktu untuk
mengadakan riset dan kurangnya keahlian untuk melakukan riset

diantara para praktisi merupakan sebuah factor penghambat utama.
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Opportunities To See (OTS)
Merupakan sebuah cara sederhana untuk mengukur output sebagai
suatu “scorecard” yang disepakati dengan klien sebelum program

dimulai yang mencakup beberapa hal antara lain sebagai berikut :

Berapa banyak pesan inti yang disampaikan ?
Apakah ada penyebutan kompetisi ?
Apakah pernyataan seorang juru bicara dikutip media ?

Berapa banyak pembaca yang terjangkau ?

vV V VvV VvV V

Bagaimana kulaitas pembaca

Advertising Value Equivalence (AVE)

Salah satu pengukuran yang paling popular khususnya diantara
khususnya diantara praktisi humas yang lebih kecil, tetapai paling
canggih dan paling kritis. AVE mengukur jumlah liputan yang diperoleh
sering kali dengan menghitung inci kolom publikasi dan menghitung
biaya equivalent dari space iklan.

Evaluasi elektronik

Michael Cooper mengemukakan langkah pertama dalam tiap proyek
adalah mengidentifikasi pembicaraan yang ada saat ini atau
sebelumnya seputar perusahaan, merek atau isu tertentu dalam
rentang waktu 12-18 bulan sebelumnya. Selama pemeriksaan kita
akan mendata semua referensi untuk merek dalam kaitannya dengan
kata kunci tertentu, seluruh berita dan media sosial. Temuan-temuan

tersebut diperiksa untuk mengenali tema-tema yang muncul,
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mengidentifikasi peluang untuk keterlibatan dan menyoroti persoalan-
persoalan yang menjadi perhatian untuk berpotensi permasalahan.
Audit pemeriksaan juga akan mengidentifikasi partisipan online yang
paling berpengaruh, bisa jadi jurnalis, blogger, komentator forum, atau
anggota jejaring semacam facebook, atau twitter. Beberapa mungkin
menjadi figurehead bagi kemunculan isu seputar permasalahan,
sehingga kemudian dapat dikenali sebagai advocate yang membantu
pendistribusian berita-berita positif atau badvocate yang mereka

memberikan komentar negative yang oleh karenanya perlu dikelola.

3. Analisis

Secara umum, analisis isi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik
penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik
isi dan menarik inferensiasi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk
mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak, dilakukan
secara objektif dan sistematis. Harold D. Lasswell mempelopori analisis isi
dengan teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara
sistematis, kemudian diberi interpretasi. Setidaknya dapat diidentifikasi tiga
jenis penelitian komunikasi yang menggunakan analisis. Ketiganya dapat
dijelaskan dengan teori 5 unsur komunikasi yang dibuat oleh Harold D.
Lasswell yaitu who, says what, to whom, in which channel, with what effect.
(Aldita, 2014). Komaruddin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil
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sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-
masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan

yang terpadu (https://www.maxmanroe.com).

B. Landasan Teori

1. Model Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public
Relations Cutlip
Dalam bentuknnya yang paling maju, PR adalah bagian dari proses
perubahan dan pemecahan masalah di organisasi yang dilakukan secara
ilmiah (Scott M. Cutlip, 2011). Model perencanaan kampanye PR oleh

Cutlip ini menawarkan konsep sederhana yang terdiri dari 4 langkah. Yaitu:

a. Mendefiniskan masalah (defining the problem)

Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau
pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait
dengan, dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi.

b. Perencanaan dan pemograman (planning and programming)
Informasi yang dikumpulkan dalam Langkah pertama digunakan untuk
membuat keputusan tentang program publik, strategi tujuan, tindakan
dan komunikasi, taktik dan sasaran. Langkah ini akan
mempertimbangkan temuan dari Langkah dalam membuat kebijakan

dan program organisasi.


https://www.maxmanroe.com/

c. Mengambil tindakan dan

communicating)

Langkah yang ketiga adalah proses implementasi program aksi dan
komunikasi yang di desain untuk mencapai tujuan spesifik untuk

masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program.

berkomunikasi

d. Evaluasi program (evaluating the program)

Langkah terkahir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas

persiapan, implementasi, dan hasil program.

Berikut adalah gambaran model perencanaan kampanye PR oleh

Cutlip.

Gambar 1.1
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Sumber : (Scott M. Cutlip, 2011)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju
juga mengembangkan bidang PR dengan munculnya internet. Internet
membuka jalur baru bagi PR dengan munculnya konsep Cyber Public

Relations atau PR digital yang disebut juga dengan media baru (Setiawan

et al., 2020, p. 274).

(taking action
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Teori Atribusi dalam Krisis

Teori ini dipelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider yang

membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang

penyebab dari suatu prilaku, baik itu prilaku dirinya maupun prilaku

seseorang (termasuk organisasi). Perilaku komunikasi dipengaruhi oleh

atribusi seseorang terhadap dirinya maupun lawan bicara. Sebuah

komunikasi yang tidak efektif terjadi karena kesalahan interpretasi,

disebabkan atribusi adalah hasil interpretasi terhadap motif maupun prilaku

tertentu (Kriyantono, 2014, p. 171).

Heath dalam Kriyanto, ada beberapa asumsi teori atribusi yang di

rumuskan Heider dan Weiner yakni :

a.

b.

Individu cenderung ingin mengetahui penyebab prilaku yang mereka
liat

Individu menggunakan proses sistematik dalam menjelaskan prilaku
Sesekali atribut dibuat, atribut tersebut mempengaruhi perasaan dan
prilaku berikutnya

Individu memiliki alasan untuk membangun impresinya terhadap
orang lain dengan oroses tiga tahap; mengamati prilaku, menentukan
apakah prilaku tersebut apakah disengaja atau tidak, dan
mengkategorikan prilaku tersebut sebagai prilaku yang didorong oleh
motivasi internal dan external.

Dalam situasi krisis teori ini digunakan untuk menarik kesimpulan

faktor apa yang menyebabkan individu/khalayak kemudian cenderung tidak
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patuh terhadap sebuah kebijakan. Selanjutnya akan terbangun interpretasi
atas dasar prilaku individu/khalyak sehingga ini dapat membantu humas
didalam menentukan dan menyusun langkah/strategi yang akan diterapkan
dalam penanganan sebuah krisis/masalah.
3. Framing
Todd Gitlin dikutip oleh Eriyanto mengemukakan bahwa framing
adalah  strategi untuk menyeleksi, memberi penekanan dan
mempresentasikan suatu peristiwa berdasarkan sudut pandang tertentu.
Hallahan menyebut ada tiga proses penting yang terjadi dalam Framing
yakni pertama inklusi (inclusion) yaitu proses memilih peristiwa, kata,
gambar atau foto-foto untuk disampaikan kepada orang lain; kedua ekslusi
(exlusion) yaitu proses untuk tidak menyampaikan (mengabaikan) suatu
peristiwva, gambar atau foto; dan penekanan (emphasis) yakni dilakukan
untuk mendapatkan efek pesan yang tinggi, seperti suatu pesan yang
disampaikan berulang-ulang atau foto yang dicetak dengan ukuran besar,
pemberian garis bawah pada suatu kata (Kriyantono, 2014, p. 314).
Druckman mendeskripsikan ada dua tipe frame (Kriyantono, 2014, pp.
317-318) yaitu :
a). frame media yakni frame yang diciptakan oleh media massa dan
disebarkan lewat media massa.
b). frame public yaitu pengetahuan yang telah dimilki public untuk

memahami lingkungan sekitarnya.
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Oleh Rahchmat Kriyantono kemudian ditambahkan frame organisasi
yakni frame yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mendefenisikan
suatu peristiwa atau isu dan bertujuan untuk memengaruhi opini public
sehingga tercipta citra organisasi yang positif.

Hasil pem-framing-an yang dilakukan praktisi Humas dapat

disebarkan kepada publik dalam beberapa bentuk pesan :

a)

b)

Jargon atau slogan organisasi

Yaitu upaya membuat frame terhadap isu atau identitas
organisasi agar mudah diingat public. Misalnya jargon yang dimiliki
Radio Republik Indonesia (RRI) “sekali di udara tetap di udara”.
Merepresentasikan frame bahwa RRI selalu hadir setiap saat
sehingga jika khlayak memerlukan informasi itu akan selalu tersedia.
Manajemen event

Program dalam bentuk event juga merepresentasikan frame
tertentu. Misalnya saat ada isu kenaikan harga bensin, organisasi
mengkampanyekan program bersepeda sehat yang tentu dapat
merepresentasekan frame organisasi akan pentingnya hidup sehat
dan hemat.
Artefak

Frame dapat direpresentasikan lewat penggunaan artefak atau
symbol fisik tertentu. Biasanya berkaitan dengan identitas korporat,
misalnya penggunaan warna khusus untuk gedung, seragam, atau

lambang organisasi.
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d) Produk tulisan Humas, seperti press release, newsletter, majalah dan

brosur.

Berangkat atas dasar karakteristik khalayak tentu frame ini bagian dari

solusi, dikarenakan frame berupaya mengkontruksi pesan berdasarkan

situasi khalayak dengan menyeleksi kata-kata atau kalimat, media apa yang

digunakan tentu dengan orientasi untuk kepentingan khalayak itu sendiri.

Menurut Kirk Hallahan ada tujuh jenis model frame dalam proses Humas

(Kriyantono, 2014, pp. 319-322). Ketujuh model tersebut adalah sebagai

berikut :

Tabel 1.2
Framing dan deskripsinya

Framing

Deskripsi

Aplikasi dalam Praktek
Humas

Situasi

Relasi antara individu
dalam situasi sehari-
hari, termasuk proses
interaksi, negosiasi
maupun diskusi-diskusi
(discourse)

Humas harus dapat mem-
frame event agar dapat
memenuhi ekspektasi publik
dan dapat mendorong motivasi
public. Contoh :

e Humas mem-frame suatu
suasana meeting sehingga
bisa memfasilitasi dialog dan
diskusi terbuka dengan
publiknya. Dalam proses
negosiasi misalnya suasana
diskusi, tempat duduk atau
desain ruangan (yang
merupakan bagian dari
strategi komunikasi
merancang pesan) dapat
mengkomunikasikan makna
tertentu. Artinya komunikasi
yang mengkomunikasikan
sesuatu
(metacommunication)

e Berbagai event management,
seperti grand opening. Award
ceremony, atau anniversary
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celebration harus di-Frame
agar memenuhi harapan
publik.

Memberi penekanan
pada karakteristik
tertentu dari objek dan
peristiwa dan

Humas memberi atribusi
(label) pada aspek-aspek
tertentu dari organisasi atau
isu seperti produk, pelayanan,
kandidat (figure-figur dalam

Atribusi mengabaikan organisasi), membuat
karakteristik lainnya dari | positioning produk. Misalnya
suatu objek atau produknya dilabelkan sebagai
peristiwa. murah dan sehat.
Melatakkan keputusan Sangat berguna untuk Humas
alternative dalam istilah | yang berupaya mempengaruhi
negative (kerugian) dan | public untuk mengambil
positif (keuntungan) keputusan dimana ada resiko-
dapat memengaruhi reisko yang terjadi seperti
pilihan disituasi dimana | keputusan tentang produk apa
terjadi ketidakpastian. yang akan dibeli, tempat
Teri prospect berinvestasi yang aman atau
menjelaskan bahwa memilih kandidat dalam
individu lebih suka pemilu. Humas mampu mem-
menanggung resiko frame pesannya dengan
untuk menghindari efek | memberi penekanan pada
Pilihan- negative (kerugian) dari | “perlunya keinginan
pilihan pada untuk mencari menanggung resiko untuk
resiko efek positif menghindari kerugian daripada
(keuntungan) menanggung resiko yang
sama untuk mendapatkan
keuntungan”. Misal penelitian
yang dilakukan Wang (1996)
yang menyimpulkan bahwa org
lebih memilih menanggung
resiko untuk menyelamatkan
kehidupan umat manusia
daripada menyelamatkan
public property.

Pada koteks persuasive | Memilih cara terbaik dalam

kecenderungan individu | memilih pesan tentang prilaku

Tindakan- untuk bertindak meraih | yang tepat dilakukan oleh

tindakan tujuan yang diinginkan public untuk meraih tujuan yg

sangat dipengaruhi oleh
apakah pesan tentang

diinginkan. Cth. Mahasiswa
tidak mempunyai pilihan lain
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tindakan tertentu
dinyatakan dengan
menggunakan istilah
negative atau positif.
Berbeda dengan
framing pilihan resiko,
yang digunakan pada
situasi dimana individu
tidak mempunyai pilihan
bebas . Dengan kata
lain model ini digunakan
untuk bagaimana mem-
frame suatau tindakan
yg dinilai tepat dilakukan
untuk mencapai tujuan
yang diharapkan.

kecuali harus membayar SPP.
Sedangkan universitas harus
mendapatkan dana dalam
situasi secepatnya, Humas
diharapkan membuat pesan
yang bisa mendorong “prilaku
membayar secepatnya dan
kontan”. Pesan ini di frame
sebagai diskon/keuntungan
bersifat positif. Disisi lain
pesan tentang prilaku
membayar secara bertahap di-
frame sebagai kerugian//extra-
charge (negative)

Isu-isu

Sebagai pendekatan
untuk menganalisis
interpretasi atas realitas
sosial. Problem sosial
dan perdebatan (pro-
kontra) didalamnya
dapat dijelaskan dalam
berbagai pilihan istilah
(interpretasi) oleh pihak-
pihak yang berbeda
yang saling bersaing
agar interpretasi mereka
terhadap problem atau
situasi sosial dianggap
sebagai kebenaran.

Isu akan memunculkan pro-
kontra, diskusi public bahkan
menyelsaikan di pengadilan.
Isu berkemampuan
mengorganisasikan individu
kedalam kelompok publik
tertentu dan memunculkan
opini public tertentu. Setiap
individu akan memberikan
interpretasinya terhadap suatu
isu dan berkeinginan agar
interpretasinya diterima/ikut
org lain. Humas mem-framing
suatu isu sebagai suatu
agenda public dan sebagai
bagian penting manajemen
isu. Framing ini berupaya
mem-frame pesan untuk
mempengaruhi interpretasi
public atas suatu isu agar
sama dengan interpretasi
organisasi. Cth. Suatu
produsen kondom bisa mem-
frame pesan penjualan
sebagai produk mengatasi
masalah HIV/AIDS, ketika
perdebatan tentang perlunya
kondom menghangat ditengah
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merebaknya virus HIV/AIDS di
masyarakat.

Setiap isu akan
memunculkan
pertanyaan tentang apa
penyebab peristiwa
terjadi dan siapa yang
harus bertanggung
jawab. Individu

Humas mem-frame pesan
untuk menerima atau menolak
tanggung jawab atas terjadinya
suatu peristiwa. Biasanya
frame ini sebagai bagian dari
crisis management dan
menjaga reputasi korporat.

Tanggung cenderung memberikan
jawab atribut tentang
penyebab terjadinya
suatu peristiwa baik itu
berupa factor internal
maupun external
berdasarkan pada level
stabilitas dan control.
Deskripsi tentang Humas mem-frame pesanya
bagaimana suatu yang bisa menjaga citra
peristiwa/isu di frame organisasi saat mengirim
oleh media dengan informasi ke media massa
menggunakan istilah (bisa menggunakan Press
yang mudah dimengerti | release, backgrounders,
dan mmbuat interpretasi | newsletter). Frame humas
media bergema luas mesti juga mengandung news
Berita dan biisa values, karena media akan

mempengaruhi oponi
publik

mem-frame tulisan Humas
(misalnya dari press release)
sesuai dengan news values
yang dianggap media dapat
menarik perhatian
khalayaknya.
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C. Penelitian yang Relevan

Sebelum kami mengangkat penelitian ini, telah ada peneliti-peneliti

terdahulu dimana objek dan variabelnya hampir sama dengan penelitian
kami, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan pembanding dalam
penelitian ini. Penelitian tersebut diantanranya sebagai berikut :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Akbar pada tahun 2020
dengan judul Manajemen Humas Kota Makassar dalam Pengelolaan
Krisis Publik pada Reklamasi Centre Point of Indonesia di Era Media
Sosial.

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen krisis Humas Kota
Makassar dalam mengelola krisis public yang terjadi pada reklamasi center
point of Indoneisa dan menganalisa cara Humas kota Makassar
membangun citra dan reputasi kota Makassar serta memahami dan
mendeskripsikan factor pendukung dan penghambat Humas kota
Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendektan
studi kasus dengan cara menjelaskan fenomena atau data yang
didapatkan. Penentuan informan sebagai sumber data menggunakan
teknik pendekatan purposif. Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi.

2.  Jurnal Analisa Pengelolaan Kampanye Public Relations tentang
Pencegahan Covid-19 di Indonesia Penulis: Dyah Rahmi Astuti, Abdul

Aziz Ma’arif, Ahmad Fuad, Paryati.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemerintah Indonesia
mengelola kampanye public relations tentang pencegahan Covid-19.
Penelitiam ini menggunakan paradigma konstruktivistik dengan pendekatan
interpretif dan metode analisis deksriptif, dimana peneliti menganalisa
fenomena sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat berdasarkan
realitas yang ada. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dalam
mengelola kampanye public relations tentang pencegahan covid-19 melalui
tiga tahahapan, yaitu 1) fact fanding dengan mengumpulkan data dan fakta
melalui opini, sikap, perilaku masyarakat berdasarkan metode media
content analysis dan field report. 2) Planning & programming dengan
menentukan tujuan, sasaran, komunikator, isi pesan dan media yang
digunakan, program ini disebut sebagai program darurat. 3) Taking action &
communicating dengan melaksanakan kampanye tentang pencegahan
covid-19 melalui pesan yang disampaikan oleh juru bicara Gugus Tugas
Covid-19 tentang perkembangan kasus covid-19, penerapan social
distancing/ pshycal distancing, menerapkan PHBS (pola hidup bersih dan
sehat), dan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan
menggunakan media massa dan online. Peneliti menyimpulkan bahwa
analisa yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi tiga tahapan yaitu fact
finding, planning & programming, taking action & communicating yang

dilakukan secara efektif.
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3. Strategi Humas dalam mensosialisasikan kebijakan UMKM Partai
Perindo.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Four Steps
of Public Relations dan Konsep 7C’S. Paradigma yang digunakan post
positivisme dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Strategi
humas dalam mensosialisasikan kebijakan UMKM Partai Perindo yaitu
menggunakan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan
media online yaitu melalui Facebook, twitter, Instagram dan website resmi
partai Perindo di www.partaiperindo.com. Selain itu sosialisasi juga
dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Kendala-kendala yang
dihadapi antara lain; apek Credibilitas, dimana saat penjaringan kurang
telitinya Humas bidang UMKM partai Perindo dalam memilih calon binaan
program UMKM. Selain itu aspek Clarity, program gerobak Perindo yang di
update di media sosial hanya hasil akhirnya saja sehingga masyarakat
hanya melihat keuntungan tanpa tahu resikonya. Dan yang terakhir aspek
Channel, ternyata ada beberapa yang hanya mengetahui program gerobak
Perindo dari media elektronik saja, bukan dari media sosial.

4. Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat Dan Keterbukaan
Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Humas Pt PIn
Persero Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)
Oleh Intantya Purwoko Putrie 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana
strategi komunikasi yang digunakan oleh Humas PT PLN (Persero)

terhadap implementasi Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



71

Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode
deskriptif kualitatif. Informan utama penelitian ini adalah Humas dari PT.
PLN Persero kantor Jakarta Raya dan Tangerang. Metode pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan metode wawacara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas
PLN Pusat adalah dengan melakukan setiap komponen-komponen strategi
komunikasi sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dilaksanakannya UU
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Humas
PLN Pusat melakukan strategi komunikasi untuk mengimplementasikan
UU KIP dengan melalui tahap mengenali sasaran komunikasi, pemilihan
media komunikasi, pengkajian tujuan pesan komunikasi, serta peranan

komunikator dalam komunikasi.

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1.2:
Kerangka Konseptual
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